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ABSTRAK
Adi Tyas Tamtomo. 2017. E0013013. KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi bagi
korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) berat  berdasarkan  hukum  positif  di
Indonesia dan pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap pelanggaran HAM berat yang
pernah terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat
preskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan
perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  hukum  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah
analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Korban tindak pidana pelanggaran HAM berat banyak yang menderita
kerugian  yang  begitu  besar  baik  materiil  maupun  immateriil  maka  sudah
seharusnya  negara  bertangungjawab  memberikan  perlindungan  hukum  dengan
memberikan kompensasi  pada korban. Kompensasi dalam hukum positif  diatur
dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3
Tahun 2002 tentang Kompensasi,  Restitusi,  dan Rehabilitasi  Terhadap Korban
Pelanggaran HAM Yang Berat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  nyatanya  masih
terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  pengaturan  pemberian  kompensasi.
Kelemahan  tersebut  menjadikan  kompensasi  sulit  untuk  dieksekusi  sehingga
selama  ini  korban  pelanggaran  HAM  berat  tidak  pernah  mendapatkan
kompensasi.
Kata kunci: Kompensasi, Korban Pelanggaran HAM berat
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ABSTRACT
Adi Tyas Tamtomo. 2017. E0013013. COMPENSATION AS THE FORM OF
LEGAL  PROTECTION  TO  THE  VICTIMS  OF  HUMAN  RIGHTS
VIOLATION BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA. Faculty of Law,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
The  aims  of  this  legal  research  are  to  find  out  the  regulation  of
compensation for victims of gross human rights violations based on positive law
in  Indonesia  and the  implementation  of  compensation  for  gross  human rights
violations  that  have  occurred  in  Indonesia.  This  research  is  a  prescriptive
normative law by using statue approach and case approach. The legal sources
used in this research are primary legal materials and secondary legal materials.
The technique  collecting of the legal materials in this research is literature study.
Analysis  techniques  of  legal  materials  used in  this  reseacrh is  deduction  with
syllogistic method.
Victims of criminal acts of gross human rights violations who suffer losses so both
material  and immaterial  that  the state  should  be responsible  to  provide  legal
protection by providing compensation to victims. Compensation in positive law is
regulated  in Indonesian Constitution  Number 26 year  2000 regarding Human
Rights Court, Indonesian Constitution Number 13 Year 2006 juncto Indonesian
Constitution  Number  31  Year  2014  on  Protection  of  Witness  and  Victim,
Government  Regulation  Number  3  of  2002  on  Compensation,  Restitution  and
Rehabilitation  Against  Victims  of  Serious  Human  Rights  Violations,  and
Government Regulation Number 44 Year 2008 on the Granting of Compensation,
Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. In fact still there are some
weaknesses  in  the  regulation  of  compensation.  The  weaknesses  makes
compensation difficult to be executed so that the victims of gross human rights
violations never get compensation.
Keywords: Compensation, Victims of gross human rights violation
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